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Menimbang

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 528 TAHUN 2015

TENTANG ¥

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
| SEKOLAH DASAR (SD) ISPAT BAYUNG LENCIR

. @ bawa sehubungen surat permohonan Ketua Yayasan Istahul Asror Patok di
JI. Raya Palembang - Jambi Km. 205 Desa Srimaju Kec. Bayung Lencir Kab. Muba
tanggal 27 April 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional (SD) ISPAT BAYUNG
LEh}CR

+ b, bahwa dalam rangka unfuk memperluas akses pendidikan dibutubkan partisipasi
masyarakat berupa l2in Pendinan dan Operasional Sekolah Dasar ( SD;

¢. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis (SD) ISPAT BAYUNG
LENCIR dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor : 42015054/Dikbud/2015 tanggal 09 Oktober 2015 tentang
Kelayakan SEKOLAH DASAR (SD) ISPAT BAYUNG LENCIR yang berlokasi di
Jl. Raya Palembang ~ Jambi Km. 205 Desa Srimaju Kec. Bayung Lencir Kabupaten
Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan fzin Pendifan dan
Opetasionalnya:

d. bahwa berdasarkan pertmbangan huruf a, b, dan ¢ tersebit diatas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penizinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Musi Banyuasin tentang lzin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) ISPAT
MYPNGLENGR

© 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat Il dan
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Negara Republk Indonesia Nomor 1821),

2 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1399 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
;;un 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

f) k

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhie
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noror 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),









